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SALINAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR : 443/Kep.559-Dinkes/2020 

TENTANG 

PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  

SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI 

KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

DI KOTA BANDUNG  
 

WALI KOTA BANDUNG, 

Menimbang     : a. bahwa pelaksanaan Perpanjangan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan 

Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.519-

Dinkes/2020, berakhir pada tanggal 26 Juni 2020;  

b. bahwa dengan berakhirnya masa pelaksanaan 

Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah 

Kota Bandung telah menyampaikan Surat Nomor 

KS.02.02/2106-Bappelitbang/01/20, tanggal 23 Juni 

2020 perihal Permohonan Pencabutan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota 

Bandung dan Penetapan Adaptasi Kebiasaan Baru 

(AKB) kepada Gubernur Jawa Barat, namun sampai 

saat ini persetujuan pelaksanaan AKB dari 

Kementerian Kesehatan dan Keputusan Gubernur 

belum terbit; 

c. bahwa sebagaimana tercantum dalam angka 7 Surat 

Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/90/HUKHAM tanggal 4 Juni 2020, dalam hal 

usulan AKB belum memperolah persetujuan Menteri 

Kesehatan, Daerah Kabupatan/Kota tetap 

melaksanakan PSBB secara proporsional, sehingga 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Kota Bandung, perlu dilanjutkan 

sebagai persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan 

Baru; 

 

PEMERINTAH   KOTA   BANDUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG 

d. bahwa… 
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d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Secara Proporsional telah terbit 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan 

Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan 

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19), yang menetapkan level 

kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai 

persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan   

huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota 

tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan 

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Kota Bandung; 

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di 

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

 

3. Undang-Undang … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1984uu004.pdf
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4439); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1999uu028.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2002uu002.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu034.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007uu024.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu022.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu036.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6263); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3447); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4828); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

16. Peraturan … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018uu006.pdf
https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/ODA3OTM=/MjAyMHV1MDAyLnBkZg==/7/download
https://jdihn.go.id/files/4/1991pp040.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2008pp021.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2008pp022.pdf
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6487); 

18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 

19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana 

Nasional; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

23. Peraturan … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp012.pdf
https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/NzY3MDQ=/MjAyMHBwMDIxLnBkZg==/27/download
https://jdihn.go.id/files/4/2018pr017.pdf
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176072/Keppres_Nomor_7_Tahun_2020.pdf
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176084/Keppres_Nomor_11_Tahun_2020.pdf
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176095/Keppres_Nomor_12_Tahun_2020.pdf
http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=70
http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=70
http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=401
http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=401
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23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam 

Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 361); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan 

Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha 

pada Situasi Pandemi; 

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 

Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38); 

29. Peraturan … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://www.persi.or.id/images/regulasi/permenkes/pmk9492004.pdf
https://www.persi.or.id/images/regulasi/permenkes/pmk9492004.pdf
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf
http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_18_TAHUN_2020.pdf
http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_18_TAHUN_2020.pdf
http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No%2020%20Tahun%202020.pdf
http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No%2020%20Tahun%202020.pdf
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-328-2020_ttg_Panduan_Pencegahan_Pengendalian_COVID-19_di_Perkantoran_dan_Industri.pdf
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-328-2020_ttg_Panduan_Pencegahan_Pengendalian_COVID-19_di_Perkantoran_dan_Industri.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/24711
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/24711
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/24722
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/24722
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29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan 

Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan 

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2020 Nomor 46); 

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01); 

31. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus  Disease 2019 (Berita Daerah Kota Bandung 

Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus  Disease 2019 (Berita 

Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 34); 

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah 

Provinsi Jawa Barat Dalam rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah 

Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan 

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19); 

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/86/Hukham tanggal 28 Mei 2020 tentang Status 

Keadaan Darurat Bencana Nonalam Pandemi 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah 

Provinsi Jawa Barat; 

4. Surat … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/24773
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/24773
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22277/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22277/detail
https://jdih.bandung.go.id/public/home/produk-hukum/daerah/22294/detail
https://jdih.bandung.go.id/public/home/produk-hukum/daerah/22365/detail
https://jdih.bandung.go.id/public/home/produk-hukum/daerah/22365/detail


8 

 

https://jdih.bandung.go.id/ 
 

4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 

443/90/HUKHAM, tanggal 4 Juni 2020 tentang 

Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru 

Untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19); 

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/93/Hukham, tanggal 16 Juni 2020 tentang 

Pendampingan Pelaksanaan Protokol Kesehatan 

Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pondok 

Pesantren; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU  : Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara 

Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi 

Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota 

Bandung. 

KEDUA : Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara 

Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi 

Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020. 

KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Pemerintah 

maupun Swasta/Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah serta seluruh komponen Masyarakat, 

wajib melaksanakan dan menaati seluruh ketentuan yang 

diatur dalam: 

a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ 

MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam 

Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 

Pandemi; 

b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 

Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat; 

 

c. Peraturan … 

 

https://jdih.bandung.go.id/
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c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah 

Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan 

Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 

46); 

d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.320-

Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Tingkat 

Daerah Provinsi Jawa Barat Di Luar Wilayah Bodebek 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19); 

e. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-

Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan Untuk 

Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19) di Lingkungan Pondok 

Pesantren;  

f. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 

443/90/HUKHAM, tanggal 4 Juni 2020 tentang 

Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaaan Baru 

Untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19); dan 

g. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 

2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali 

Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di Kota Bandung. 

KEEMPAT  : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.519-

Dinkes/2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota 

Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

KELIMA … 

 

https://jdih.bandung.go.id/
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KELIMA  : Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara 

Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi 

Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU dan KEDUA sampai dengan terbitnya Peraturan 

Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi 

Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

KEENAM  : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal          

27 Juni 2020. 

   

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 26 Juni 2020 

 WALI KOTA BANDUNG, 

TTD. 

 

ODED MOHAMAD DANIAL 

 

    Salinan sesuai dengan aslinya 

                  KEPALA BAGIAN HUKUM  

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,  

 

 

  
                 H. BAMBANG SUHARI, SH. 
                         Pembina Tingkat I 
               NIP. 19650715 198603 1 027 
 

 
Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 
1. Gubernur Jawa Barat; 
2. Wakil Wali Kota Bandung; 
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung; 
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 
6. Inspektur Kota Bandung; 
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung; 
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 
12. Para Camat se-Kota Bandung; 
13. Para Lurah se-Kota Bandung. 

 

https://jdih.bandung.go.id/

